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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provisi 

Lampung pada tahun 2022-2023, dengan focus pada analisis realisasi belanja dan pendapatan. 

Dengan pendekatan deskriptif-kuantitatif, penelitian ini mengukur efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan anggaran menggunakan teori signaling sebgai kerangka analisis. Data yang 

digunakan adalah data sekunder dari Laporan Kuangan resmi Provinsi Lampung. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat realisasi belanja mencapai 97% pada tahun 2022 dan 

99% pada tahun 2023, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Realisasi 

pendapatan juga melebihi targe yang di tetapkan, menunjukan efisiensi dalam pengelolaan 

pendapatan. Trasparansi dan akurasi dalam LRA memberikan sinyal positif kepada 

masyarakat dan pemangku kepentingan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

pemerintahan daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dalam perencanaan 

anggaran dan strategi pengelolaan pendapatan untuk mendukung pembangunan daerah 

berkelajutan. 

Kata Kunci: Realisasi Anggaran, Belanja, Pendapatan, Efisiensi, Efektivitas, Teori 

Siganling. 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen utama dalam 

laporan keuangan pemerintah yang berfungsi untuk menyediakan informasi terkait 

pelaksanaan anggaran dalam satu periode tertentu. LRA menggambarkan sejauh 

mana penerimaan, belanja, dan transfer dana telah direalisasikan untuk mendukung 

program dan kegiatan pemerintah (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Sebagai alat 

utama dalam oengelolaan keuangan daerah, laporan ini memainkan peran penting 
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dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran public (H et 

al., 2020). Oleh karena itu, analisis terhadap LRA menjadi relevan untuk mengevaluasi 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Penelitian ini menggunakan teori signaling sebagai kerangka konseptual. Teori 

ini menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih (manajemen) dapat 

memberikan sinyal kepada pihak lain melalui laporan keuangan untuk menunjukkan 

kredibilitas dan kepercayaan mereka (Spence, 1973). Dalam konteks pemerintahan 

daerah, kualitas penyajian LRA dapat berfungsi sebagai sinyal positif kepada 

masyarakat terkait pengelolaan keuanga. n daerah dan komitemen terhadap tata 

kelola yang baik (Howe, 1997). Dengan demikian, teori signaling memberikan 

perspektif yang relevan untuk memahami hubungan antara informasi keuangan dan 

persepsi public. (Setiawan et al., 2021). 

Provinsi Lampung merupakan satu wilayah yang mendapat perhatian dalma 

pengelolaan keuangannya. Berdasarkan Laporan Keuangan pemerintah Daerah 

(LKPD) tahun 2023, terdapat bberapa program prioritas yang menunjukkan 

perbedaan signifikan antara rencana anggaran dan realisasinya, terutama pada sector 

infrastruktur dan Pendidikan (BPS Lampung, 2023). Selain itu, temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) menunukkan adanya kendala dalam penyajian data 

keuangan yang dapat memengaruhi kredibilitas informasi yang disajikan dalam LRA 

(BPK, 2022). Hal ini menjadikan Provinsi Lampung sebagai objek kajian yang relevan 

untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran. 

Dalam perspektif teori signaling, LRA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen 

administratif, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang mencerminkan transparansi 

dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. 

Laporan yang disusun dengan baik memberikan sinyal positif yang dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (M.M et al., 

2019). Sebaliknya, laporan yang akurat atau tidak memadai dapat menjadi sinyal 

negative yang berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah. Integrasi antara teori 
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signaling dan analisis LRA memungkinkan penelitian ini untuk mengeksplorasi 

implikasi sinyal yang diberikan melalui laporan tersebut. 

Analisis LRA juga memainkan peran penting alam mengukur efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Lampung. Dengan 

mengidentifikasi kesenjangan antara rencana anggaran dan realisasi, penelitian ini 

dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 

daerah (H et al., 2020). Pemahaman ini diharapkan mampu memberikan masukan 

yang bermanfaat dalam mengatasi tantangan pengelolaan anggaran daerah. 

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana LRA dapat 

mencerminkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel di Provinsi 

Lampung. Kajian ini juga menilai hubungan antara penyajian laporan keuangan dan 

persepsi public terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan pendekatan ini, 

diharapkan temuan yang diperoleh dapat mendukung upaya perbaikan tata kelola 

keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adlah untuk menganalisis kualitas Laporan 

Realisasi Anggaran Provinsi Lampung dalam mencerminkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi sejauh mana LRA dapat digunakan sebagai sinyal kepercayaan kepada 

masyarakat, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan tata kelola 

keuangan yang keuangan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

METODE PENELITIAN 
 

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam kategori riset dasar (basic 

research) dengan pendekatan sebab-akibat (causal approach). Pendekatan ini dilakukan 

melalui pengujian hipotesis, baik  yang  telah diuji sebelumnya (hypothesis  testing 

research). Sementara itu, dari jenis data yang digunakan, penelitian ini diklasifikasikan 

sebagai penelitian kuantitatif yang memanfaatkan data sekunder. Data sekunder yang 

digunaan berupa laporan keuangan yang tersedia di situs resmi Provinsi Lampung. 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Laporan  Realisasi  Anggaran 

(LRA) Provinsi Lampung. Objek penelitian adalah laporan keuangan pemerintah 
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daerah yang mencakup informasi realisasi anggaran selama periode tertentu. 

Penelitian ini menggunakan data LRA Provinsi Lampurng untuk perideo tahun 2022- 

2023. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif, yang bertujuan untuk 

menguur dan mengungkapkan hubungan serta pengaruh antar variabel dalam 

bentuk angka. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang 

berasal dari sumber daya sekunder. Data diperoleh melalui metode pengumpulan 

data berupa dokumentasi dari laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi 

Lampung dan studi pustaka terkait. Variabel independent dalam penelitian ini 

mencakup aspek-aspek anggaran, seperti realiasasi belanja, realisasi penerimaan, dan 

deviasi anggaran, sedangkan variabel dependen adalah tingkat efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah 

daerah di Indonesia, dengan focus pada Provinsi Lampung. Pengambilan sampel 

dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Lampung periode 2022-2023 
 

2. Data yang tersedia lengkap dan konsisten selama periode penelitian 
 

3. Tidak terdapat laporan keuangan dengan opini tidak wajar dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Berdasarkan kriteria tersebut, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari lima tahun laporan realisasi anggaran Provinsi Lampung. Metode analisis data 

yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk mengidentifikasi hubungan 

antara variabel independent dan variabel dependen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Realisasi Belanja 
 

Realisasi   belanja   adalah   pelaksanaan   pengeluaran   anggaran   yang   telah 

direncanakan dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan program 



Karimah Tauhid, Volume 4 Nomor 2 (2025), e-ISSN 2963-590X | Permatasari et al 

1614 

 

 

 
 

pemerintah daerah. Anggaran belanja dikelompokkan menjadi belanja opersional, 

belanja modal serta belanja tidak terduga, di mana masing-masing memiliki peran 

penting dalam mendukung pembangunan (Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun, 

2006). Realisasi belanja menjadi salah satu indicator yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai 

rencana anggaran (H et al., 2020). Tingginya realisasi belanja menunjukkan efisiensi 

dalam pengelolaan anggaran, sementara ketidakcapaian realisasi belanja dapat 

mencerminkan perencanaan yang kurang matang atau adanya kendala dalam 

pelaksanaan program (A, 2022). 

Realisasi Pendapatan 
 

Realisasi pendapatan adalah proses pencapaian target penerimaan daerah yang 

telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan lain- 

lain pendapatan yang sah, yang menjadi sumber utama pembiyaan untuk 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Mardisamo, 2018). Tingkat realisasi 

pendapatan mencerminkan kemampuan pemerintah darah dalam mengoptimalkan 

sumber daya yang tersedia serta manajemen pengumpulan pendapatan. Pendapatan 

yang tidak terealisasi sesuai target dapat mengindikasikan adanya kendala dalam 

system admninistrasi, pengwasan atau tantangan eksternal seperti perubahan 

kebijakan ekonomi (Effendi, 2022). 

Realisasi Belanja yang Efisien dan Efektif 
 

Realisasi belanja yang efektif dan efisien mencerminkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk 

mencapai tujuan pembangunan dengan biaya yang wajar (Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun, 2006). Efektivitas belanja dapat dilihat dari kontribusi belanja 

terhadap pencaian hasil yang direncanakan, seperti perbaikan layanan public atau 

pembangunan infrastuktur (H et al., 2020). Sementara itu, efisiensi diukur dari 

kemampuan pemerintah daerah untuk menghindari pemborosan atau pengeluaran 
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yang tidak diperlukan (A, 2022). Pemerintah yang mampu merealisasikan belanja 

secara efektif dan efisien menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dan 

transparan. 

Realisasi Pendapatan yang Efektif dan Efisien 
 

Realisasi pendapatan yang efektif dan efisien menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah untuk mencapai target penerimaan dengan biaya pengumpulan 

yang minimal dan tetap berorientasi pada  optimalisasi hasil (Mardisamo, 2018). 

Efektivitas pendapatan diukur dari sejauh mana target penerimaan dapat dicapai, 

sementara efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya yang optimal dalam 

proses pengumpulan (H et al., 2020). Pemerintah yang berhasil merealisasikan 

pendapatan secara efisien dan efektif menunjukkan kinerja yang baik dalam 

pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap 

keberlanjutan pembangunan (Effendi, 2022). 

Tabel 1. Realisasi Anggaran Provinsi Lampung 2022 
 

 
 

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Lampung (2022) 
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Tabel 2. Realisasi Anggaran Provinsi Lampung 2023 
 

 
 

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Lampung (2023) 
 

Komparasi Teori Teoritis dan Praktis 
 

No Konsep Teoritis Konsep Praktis Keterangan 

1 Realisasi    belanja    adalah 
 

pelaksanaan pengeluaran 

anggaran yang telah 

direncanakan dalam APBD 

untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan dan 

program pemerintah 

daerah 

Pada  tabel  2  dan  3  di 
 

atas, Provinsi Lampung 

sudah melaksanakan 

semua anggaran dengan 

baik dan sekitar 97% 

untuk tahun 2022 dan 

99% untuk tahun 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sesuai 
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2 Realisasi           pendapatan 
 

adalah proses pencapaian 

target penerimaan daerah 

yang telah direncanakan 

dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 

Pada   tabel   2   dan   3, 
 

Provinsi Lampung 

sudah menggunakan 

pendapatan yang 

diterimanya dengan 

baik. 

 
 
 
 
 
 
 

Sesuai 

3 Realisasi belanja yang 
 

efektif dan  efisien 

mencerminkan 

kemampuan pemerintah 

daerah   dalam 

mengalokasikan sumber 
 

daya secara optimal untuk 

mencapai tujuan 

pembangunan dengan 

biaya yang wajar (Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun, 2006) 

Pada   tabel   2   dan   3, 
 

tercatat bahwa Provinsi 

Lampung sudah 

menggunakan biaya 

belanja sesuai dengan 

anggaran yang 

diberikan. Tercatat pada 

tahun 2022 sekitar 97% 

sesuai dan pada tahun 

2023 sekitar 99%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efektif dan Efisien 

4 Realisasi pendapatan yang 
 

efektif  dan   efisien 

menggambarkan 

kemampuan  pemerintah 

daerah untuk  mencapai 

target penerimaan dengan 

biaya  pengumpulan  yang 

minimal   dan   tetap 

berorientasi     pada 

Pada   tabel   2   dan   3, 
 

Provinsi Lampung 

tercatat mendapatkan 

pendapatan melebihi 

anggaran yang 

diberikan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efektif dan Efisien 
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 optimalisasi hasil 
 

(Mardisamo, 2018) 

  

 

 
 

KESIMPULAN 
 

Penelitian ini menemukan bahwa realisasi belanja dan pendapatan Provinsi Lampung 

pada tahun 2022-2023 telah mencapai hasil yang tinggi, dengan tingkat rata-rata realisasi 

belanja sebesar 97% di tahun 2023. Temuan ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah. Pada sisi pendapatan, pencapaian target 

bahkan melampaui rencana, menunjukan pengelolaan sumber daya keuangan yang optimal. 

Berdasarkan teori signaling,penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang transparan 

dan akurat mampu memberikan sinyal positif kepada masyarakat dan pemangku 

kepentingan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintah daerah. 

Namun, penelitian ini juga merekomendasikan perbaikan dalam perencanaan anggaran dan 

pengelolaan pedapatan untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai 

demi keberlanjutan pembangunan daerah. 
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